
BUPATI BARITO KI.'AI"A
PROYINSI I(ALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUAI,A
NOMOR 188.4sl 34 IKUM /2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAI{AIR.I{ PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN ANGGARAN 2A24

BUPATI BARITO KUAI.A,
,I ;t

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Anggarah, Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
202!r: Berlu me-nr4nrjuk'. dan menetapk :,,' Pejabat/Pegawai
Negeri Sipil yang diserahi tugas sebagai Bendahara
Pengeluaran Pembantu PADA Dinas Pendidikan Kabupaten

u.'.tarrwa,pe:auail'oigJ*#*rn sipit yang namanya tertera
pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap
dan memenuhi syarat untuk ditunjuk masing-masing
sebagAi:Bbrrdaharawan lPe.ngeluaran Pembantu seperti yang
termaksq$,,; d aj " '5 pdda' lkantor/satuan kerja
seperti yang'--te.qq q?..$"j?tl+,I: 2 daftar lampiran keputusan
*, i,' 'i.r',;i',, ,,,.,.,,-; 

t.-,''..$.'. .,,,. 
;.

tt,:- .- 
.:

c. bahwa' be sarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusait *ripAti,,, 

. , .- 
..,, 

,r.,,,1, ,

Mengingat : 1.. Undang-U"d@ N;n# iit*rrrr, 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42501



 

 

 

 

 

 

 
KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR 188.45/ 34 /KUM/2024 
 

TENTANG 
   

PENUNJUKAN  BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 
PADA DINAS PENDIDIKAN  KABUPATEN BARITO KUALA 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

BUPATI BARITO KUALA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 
2024, perlu menunjuk dan menetapkan  Pejabat/Pegawai 
Negeri Sipil yang diserahi tugas sebagai Bendahara 
Pengeluaran Pembantu PADA Dinas Pendidikan Kabupaten 
Barito Kuala ; 

 
b. bahwa pejabat/pegawai negeri sipil yang namanya tertera 

pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap 
dan memenuhi syarat  untuk ditunjuk masing-masing 
sebagai Bendaharawan Pengeluaran Pembantu seperti yang 
termaksud pada lajur 5 pada dinas/kantor/satuan kerja 
seperti yang tertera pada lajur 2 daftar lampiran keputusan 
ini ; 

  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 
Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)  

 



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);  

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 



9. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan                    
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 6398); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 6856); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor  65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 4593); 

 



16. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4714); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor  39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor  2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5234); 

 
24. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 15  Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          
Nomor 1781); 

 



26. Peraturan Daerah  Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 
2022 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8); 

 
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1); 

 
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022   
Nomor 36). 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : 
 
KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai negeri sipil yang 

namanya tertera pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini 
sebagai Bendaharawan Pengeluaran Pembantu seperti yang 
termaksud pada lajur 5 pada dinas/satuan kerja yang tertera 
pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini. 

 
KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan 

wewenang : 
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS. 
- Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran. 
- Menerima dan Menyimpan TU dari BUD. 
- Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya. 
- Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. 
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
- Membuat Laporan pertanggungjawaban  secara 

administrative  kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban  
secara fungsional  kepada Bendahara Pengeluaran secara 
periodic. 

- Melakukan rekonsiliasi  dengan Pihak bank yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. 

- Memeriksa kas secara periodic. 
- Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik  atau 

dokumen fisik dari Bank. 
 
 



- Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 
tahun berjalan. 

- Menyiapkan dokumen surat tanda setoran  atas 
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan 
internal dan eksternal  pada tahun berjalan. 

 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Marabahan 
pada tanggal 2 Januari 2024 

 
Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

 
 

 
            MUJIYAT 

 

 

 



KETIGA

- Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan.

- Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
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